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Abstract: The phenomenon of children being involved in sexual crimes is a matter of
concern. With the many negative impacts that have arisen, the community believes that
justice in this case should not need to be considered based on age because the perpetrator's
behavior has exceeded the limit of that of an adult. The fact that minors can have such
dirty thoughts is considered as something beyond normal human reason, so it is feared
that stopping the punishment of children through diversion can eliminate the deterrent
effect as if children are immune from the law. The case also sparked public anger because
the behavior of the child perpetrators was highly immoral, whereas according to
Indonesian law, these children cannot be subject to criminal penalties because the child
perpetrators are underage. This is contained in Law no. 11 of 2012 concerning the
Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), that diversion and restorative justice are
regulated as alternatives in resolving cases of juvenile offences. The results of the
research show that the crime committed by perpetrators of coercion of children with
animals is a violation of Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments
to Law Number 23 of 2002 and Article 302 of the new Criminal Code where the
perpetrator orders to commit acts of animal abuse. Diversion must be considered in the
settlement of child cases if the crime committed by the child is punishable by
imprisonment under 7 (seven) years. The legal basis for carrying out diversion in
resolving cases of children in conflict with the law by investigators refers to the provisions
of Article 7 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 of 2012, which states that at the
level of investigation, prosecution and examination of child cases in court, Diversion must
be sought.
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Fenomena anak yang terlibat dalam kejahatan seksual merupakan hal yang
memprihatinkan. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, Masyarakat
berpendapat bahwa keadilan pada kasus ini semestinya tidak perlu dipertimbangkan
berdasarkan usia karena perilaku pelaku telah melampaui batas seperti orang dewasa.
Fakta bahwa anak di bawah umur dapat memiliki pemikiran kotor seperti itu dianggap
sebagai sesuatu hal di luar nalar manusia normal, sehingga penghentian pemidanaan pada
anak melalui diversi dikhawatirkan dapat melenyapkan efek jera seolah-olah anak kebal
dari hukum. Kasus tersebut juga memicu kemarahan masyarakat lantaran perilaku yang
dilakukan oleh pelaku anak tersebut sangat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum di
Indonesia, anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman pidana dikarenakan pelaku anak
masih di bawah umur. Hal ini dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa diversi dan keadilan restoratif diatur sebagai
alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemaksaan persetubuhan
anak dengan hewan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 76C Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal
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302 KUHP dimana pelaku menyuruh melakukan tindak penganiayaan hewan. Diversi
wajib dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara anak apabila tindak pidana yang
dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dasar hukum
pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh
penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversi.

Kata Kunci: Pemaksaan, Persetubuhan, Kekerasan Hewan, Pelaku Anak.

1. Pendahuluan
Anak merupakan tunas bangsa yang kelak menjadi generasi penerus masa depan bangsa.

Selama masa tumbuh kembangnya, anak memerlukan perhatian khusus agar perilakunya
tidak berakhir pada pelanggaran hukum yang dapat membahayakan orang lain maupun
dirinya sendiri. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh faktor sikap dan kondisi mental

yang belum stabil pada anak, serta pengaruh lingkungan pergaulannya.

Anak perlu diarahkan dan dibina sejak dini untuk mencegah terjadinya perilaku yang
bertentangan dengan hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-
anak, dari perbuatan yang pada awalnya hanya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya

menjurus pada perbuatan kriminal membutuhkan penanganan hukum secara serius.!

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi pada anak, baik
anak sebagai korban atau pelaku kejahatan. Tindak kejahatan seksual terhadap anak
mencakup perilaku meminta atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual di
mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengancam, menipu, menekan,

atau memaksa korban.

Pada bulan Juli 2022, terjadi sebuah kasus kejahatan seksual oleh sekelompok anak di
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun menjadi
korban, di mana ia dipukuli dan dipaksa oleh teman-temannya untuk melakukan
hubungan seksual dengan seekor kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Setelah

rekaman tersebut menyebar, korban mengalami depresi dan enggan untuk makan dan

1 Soedarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, him. 31.
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minum hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit pada

Minggu (18/7/2022). Para pelaku juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap korban.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Adi Widodo,
memberi keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan medis diketahui korban mengalami
suspect depresim thypoid, dan peradangan otak. “Karena komplikasi tifus juga ada
suspect episode depresi atau gangguan ensefalopati kejiwaan.” ungkap Adi Widodo.? la
berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh tekanan psikologis yang dialami korban
sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh keterangan keluarga korban yang mengatakan bahwa

korban kerap menjadi korban kekerasan oleh teman-temannya.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti dilansir BBC, kasus tersebut
tergolong berat dan kompleks karena korban mengalami kekerasan fisik, seksual dan
psikologis. Dengan landasan ini, KPAI menilai bahwa kasus tersebut perlu dibawa ke
ranah hukum untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang,

mengingat anak merupakan “peniru ulung”.

Kasus tersebut juga memicu kemarahan masyarakat lantaran perilaku yang dilakukan
oleh pelaku anak tersebut sangat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum di Indonesia,
anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman pidana dikarenakan pelaku anak masih di
bawah umur. Hal ini dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA), bahwa diversi dan keadilan restoratif diatur sebagai alternatif dalam
menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Pendekatan ini menempatkan perdamaian
sebagai prioritas utama, dibandingkan dengan proses hukum formal, dengan tujuan untuk
menghindari keterlibatan anak dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk mengubah
paradigma penghukuman pidana menjadi proses pemulihan hubungan antara pelaku,

korban, dan masyarakat.

Fenomena anak yang terlibat dalam kejahatan merupakan hal yang memprihatinkan.
Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerugian dan proses
penyembuhan trauma yang panjang, bahkan seumur hidup, sangat penting untuk
mempertimbangkan metode penanganan tindak pidana yang benar-benar memberikan

2 BBCNews. “Pelaku bullying anak di Tasikmalaya ‘terpapar konten pornografi', korban alami
perundungan berat dan kompleks” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471. (diakses 3
Mei 2023).
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keadilan bagi korban serta melindungi dari potensi kekerasan di masa depan. Masyarakat
berpendapat bahwa keadilan pada kasus ini semestinya tidak perlu dipertimbangkan
berdasarkan usia karena perilaku pelaku telah melampaui batas seperti orang dewasa.
Fakta bahwa anak di bawah umur dapat memiliki pemikiran kotor seperti itu dianggap
sebagai sesuatu hal di luar nalar manusia normal, sehingga penghentian pemidanaan pada
anak melalui diversi dikhawatirkan dapat melenyapkan efek jera seolah-olah anak kebal

dari hukum.

Maka perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang tepat
dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan apabila

pendekatan Restorative Justice melalui diversi diberlakukan kepada pelaku anak.

Dengan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu apakah
perbuatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan dapat dikatakan tindak pidana?
Dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana
pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan? Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah perbuatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan dapat
dikatakan tindak pidana dan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana
dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan. Dalam
penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-
bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu
kesimpulan hubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan tipe penelitian yang
digunakan adalah penelitian perundang-undangan dengan menganalisis dan
menginvestasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan penelitian konseptual
dengan menelaah pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang
terkait dengan topik penelitian ini. Adapun penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum
yang dilakukan adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini. Bahan-
bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa yaitu bahan hukum primer

di analisa secara normatif, bahan hukum sekunder ditelaah dengan mengacu pada
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permasalahan yang dibahas, sedangkan bahan hukum tersier dianalisa secara harfiah guna

mencari jawaban terhadap isu hukum yang ada dalam rumusan masalah.

. Perbuatan Pemaksaan Persetubuhan Anak dengan Hewan
Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang dilakukan untuk

memaksa orang lain untuk menerima kehendak dari pihak yang melakukan tindakan
memaksa walaupun kehendak orang tersebut bertentangan dengan kehendak mereka,
dengan cara memberikan tekanan pada orang tersebut hingga ia menerima kehendak dari
pihak yang melakukan tindakan memaksa tersebut. Penerimaan kehendak tersebut akan
mengakibatkan dua hal yakni orang yang dipaksa akan menerima tindakan yang
dilakukan terhadapnya, atau orang yang dipaksa tersebut akan melakukan hal yang sesuai

dengan kehendak orang yang memaksa.

Dimaksud dengan memaksa adalah tindakan yang menyudutkan seseorang sehingga tidak
memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan kata lain, tanpa
adanya tindakan dari pemaksa, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau melalaikan
sesuatu sesuai dengan keinginan si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya disertai dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan dapat juga disertai dengan ancaman

dengan tujuan memberikan tekanan pada orang yang dipaksa.

Ancaman kekerasan dalam konteks hukum pidana merujuk pada ancaman fisik ataupun
verbal yang ditujukan untuk memaksa, mengintimidasi atau menakut- nakuti seseorang.
Anak yang melakukan tindak kekerasan disebutkan dalam Undang-Undang merupakan
anak nakal, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak.®> Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.

Unsur pertama dalam Pasal 76C tentang Perlindungan Anak adalah “setiap orang”.
Terhadap unsur “setiap orang”, berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak

diatur bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Orang

3 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016),
him. 17
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perseorangan atau korporasi dapat juga disebut sebagai subyek hukum. Subyek hukum
menurut Sudikno Mertokusumo* adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan

kewajiban dari hukum.

Dalam kasus, pelaku adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai
anak, yang masuk dalam kategori orang perseorangan. Maka unsur “setiap orang” dalam
Pasal 76C UU Perlindungan Anak terpenuhi. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan
Anak menjelaskan pengertian kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Unsur melakukan kekerasan ini
ditujukan terhadap anak sebagai objek. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak
memberi pengertian: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 76C diatas jelas unsur-unsur nya telah terpenuhi. Jerat
hukum bagi pelaku diatur dalam Pasal 80 (1) jo. Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yaitu:

(1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

(2) Jika menyebabkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(3) Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

(4) dan pidana ditambah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.
Mengacu pada peraturan di atas, maka ancaman pidana untuk anak yang melakukan
tindak pidana tersebut diambil dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 80 UU
No. 35 Tahun 2014 yaitu setiap ancaman pidana penjara dikurangi ¥z (satu perdua),

sehingga ancaman pidana penjaranya menjadi setengah dari ancaman pidana aslinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), pemerkosaan diartikan sebagai

“menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol”.

4 Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, him. 234
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Dalam hukum pidana, pengertian pemerkosaan tercakup dalam Pasal 285 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yaitu: “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Dari kedua pengertian yang

telah disebutkan, yang menjadi unsur terpenting dalam pemerkosaan adalah pemaksaan.

Pada dasarnya, hewan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau
konsen layaknya manusia. Maka, pemerkosaan terhadap hewan dapat diartikan sebagai
tindakan melakukan hubungan seksual persetubuhan dengan hewan di mana dalam
tindakan tersebut hewan tidak memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendak atau

persetujuan, serta tidak mampu untuk menolak ataupun meninggalkan situasi tersebut.

Dalam hukum pidana, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan persetubuhan yang
dilakukan dengan paksaan terhadap wanita. Dengan kata lain, pemerkosaan dalam
hukum pidana hanya mencakup tindakan yang dilakukan antar manusia. Namun
demikian, meskipun pemerkosaan terhadap hewan tidak secara eksplisit diatur dalam
hukum pidana, tindakan tersebut dapat tercakup dalam kategori penganiayaan terhadap

hewan dengan memperhatikan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam Pasal 302 KUHP, diatur bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap

hewan;

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja
menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan
yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian
menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang
wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita
luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena

penganiayaan hewan.
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Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada hewan tanpa alasan yang patut, maka
dapat dikenai hukuman. Hukuman hanya dapat diberikan jika perbuatan tersebut
dilakukan untuk tujuan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Namun jika perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara-cara baik secara umum maupun dengan cara sebagaimana
dilakukannya, perbuatan percobaan melakukan kejahatan penganiayaan hewan tidak
dapat dipidana.

Dalam menilai kepatutan sebuah perbuatan, hal tersebut ditentukan berdasarkan apakah
tindakan tersebut patut, diperkenankan, atau tidak. Pembuktian kepatutan ini didasarkan
pada fakta-fakta yang ada dan penilaian hakim. Apakah suatu tindakan memiliki tujuan
yang patut atau tidak atau apakah suatu tindakan melampaui batas untuk mencapai tujuan
yang diperkenankan, dalam praktik hukum ditentukan melalui pertimbangan dan kearifan

hakim.

Dalam praktiknya, penilaian tentang kepatutan suatu perbuatan biasanya
bergantung pada konteks dan situasi tertentu. Hakim memiliki kewenangan untuk
mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, motivasi, dan akibat dari suatu tindakan
dalam menentukan apakah perbuatan tersebut patut atau melampaui batas yang
diperkenankan. Hakim memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan menerapkan
hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan keadilan. Penilaian
terhadap kepatutan suatu perbuatan seringkali bergantung pada kebijaksanaan hakim
yang didasarkan pada pengetahuan hukum dan pertimbangan moral.

Mengenai perbuatan melakukan hubungan seksual dengan hewan diatur di dalam KUHP

baru pada Pasal 337 yang dalam rumusannya menyatakan bahwa:

(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori Il, setiap orang yang:

a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui
batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit
lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori I11.
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(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak
pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi

hewan.

Tindakan kekerasan terhadap hewan merupakan suatu pelanggaran hukum yang
ditetapkan dalam KUHP. Maka, siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut dapat
dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan seseorang yang
melakukan hubungan seksual dengan hewan atau praktik bestiality tentu melanggar nilai-
nilai moral dan agama yang seharusnya menjadi prinsip dasar manusia. Tindakan ini tidak
hanya merugikan masyarakat sekitar, tetapi juga hewan itu sendiri.

Tindak asusila terhadap hewan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh
manusia terhadap hewan, termasuk melakukan hubungan seksual dengan hewan.
Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk penganiayaan terhadap hewan. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam penjelasan pasal 66 ayat (2) huruf ¢ menyebutkan bahwa:
“Penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan
dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan
fisiologis hewan”. Perbuatan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma oleh
para pelaku, tetapi juga melanggar hukum positif. Sehingga hukum dibutuhkan untuk
mengatasi tindak asusila terhadap hewan dengan tujuan agar ketentraman dan
keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan.

Perlu dilakukan observasi lebih lanjut terhadap pelaku, karena tindakan tersebut
tergolong di luar batas kewajaran. Observasi lebih lanjut diperlukan karena anak-anak
normal pada umumnya tidak memiliki pikiran untuk memaksa seseorang untuk
melakukan hubungan seksual dengan hewan. Oleh karena itu, penting untuk
mengevaluasi pola asuh anak tersebut, perhatian keluarga, dan apakah ada riwayat
gangguan perilaku sebelumnya. Dikarenakan tindakan ini merupakan tindakan yang
sangat negatif dan tidak biasa, maka diperlukan pengamatan bagaimana pola asuh anak
tersebut, apakah anak pernah terpapar dengan contoh perilaku seperti ini sebelumnya atau

mungkin telah melihat konten semacam ini di media sosial.

Ditinjau dari sisi korban, meski perbuatan tersebut diatur dalam KUHP sebagai tindak

pidana, anak yang melakukannya tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan karena
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la melakukan tindakan tersebut di bawah paksaan temannya. Yang merupakan pelaku
kejahatan ialah teman yang melakukan tindak pemaksaan tersebut. Tindakan ini ialah
pelanggaran hukum yang telah diatur dalam KUHP, maka pelaku dapat dikenakan sanksi
hukum yang sesuai dengan tindakannya. Pada kasus ini, para pelaku anak setidaknya

terkait dengan 2 (dua) tindak pidana yaitu kekerasan, dan penganiayaan terhadap satwa.

Pada kasus ini, korban telah meninggal dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa
tekanan psikologis memiliki pengaruh terhadap kematian korban. Hal tersebut diperkuat
oleh keterangan orangtua korban yang menyatakan bahwa korban kerap mengalami
kekerasan dari teman-temannya baik secara verbal maupun fisik. Namun dalam sistem
hukum pidana di Indonesia, konsep “kekerasan psikis” tidak dikenal secara eksplisit
sebagai dasar pembuktian dalam kasus kematian. Hukum pidana mengenal konsep
kekerasan fisik atau kekerasan langsung yang mengakibatkan cedera atau kematian.
Maka jika ada kekerasan yang mempengaruhi kondisi psikis seseorang dan
mengakibatkan kematian, maka pembuktian akan berfokus pada akibat fisik yang timbul

akibat kekerasan tersebut serta hubungannya dengan kekerasan yang dialaminya.

Pembuktian bahwa seseorang meninggal akibat guncangan psikologis dan depresi
menjadi suatu tantangan karena keadaan psikologis sulit diukur secara langsung, dan
akibat fisik yang jelas mungkin tidak selalu ada sehingga proses pembuktian dapat

menjadi lebih kompleks.

Dalam hukum pidana terdapat ajaran yang dikenal sebagai asas kausalitas. Asas
kausalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa ada hubungan sebab-akibat yang nyata
antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Artinya, asas kausalitas digunakan untuk
menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana yang
dilakukannya. Pembuktian bahwa seseorang meninggal akibat guncangan psikologis dan
depresi menjadi suatu tantangan karena keadaan psikologis sulit diukur secara langsung,
dan akibat fisik yang jelas mungkin tidak selalu ada sehingga proses pembuktian dapat
menjadi lebih kompleks. Namun mestinya ada kemungkinan untuk membangun

pembuktian dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

a. Laporan Medis dan Psikologis
b. Keterangan Saksi
c. Bukti Elektronik
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d. Keterangan Ahli
Terkait kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak, anak yang terlibat dalam tindak
pidana dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka akan
kejahatan tersebut, di mana mereka masih berada di bawah kategori dewasa sehingga
mereka kurang memahami dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan
melanggar hukum. Anak dianggap memiliki kedudukan khusus dalam hukum pidana
karena mereka berada dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum
sepenuhnya matang. Maka meskipun perbuatan yang mereka lakukan termasuk dalam
kategori tindak pidana, bukan berarti bahwa anak harus dipidana dengan pemidanaan

yang sama seperti yang diterapkan pada orang dewasa.

Dalam menangani pelaku tindak pidana yang merupakan anak-anak, perlu diambil
pendekatan yang bijaksana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA). Mengacu pada UU SPPA, tidak ada kebutuhan untuk mempidanakan anak-
anak, namun tetap diperlukan penyempurnaan pada formulasi kebijakan hukum pidana
dalam penangan kasus seperti ini mengingat kejahatan yang dilakukan merupakan

kejahatan yang tidak biasa.

B. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam menangani perkara Pemaksaan

Persetubuhan Anak dengan Hewan

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penting untuk
memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak di
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA vyaitu perlindungan, keadilan, non
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak,
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak,
proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan

penghindaran pembalasan.

Diversi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pelaku
anak karena terdapat berbagai dampak negatif yang mungkin timbul jika anak terlibat
dalam sistem peradilan. Diversi dan pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan
pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari anak dari proses

peradilan yang dapat meyebabkan stigmatisasi saat anak kembali ke lingkungan sosial.
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Dasar hukum pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik
dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversi.
Diversi wajib dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara anak apabila tindak pidana
yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini
menjadi penting dikarenakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
hukuman di atas 7 (tujuh) tahun, tindak pidana tersebut tergolong sebagai tindak pidana
berat dan bukan merupakan tindak pidana yang diulangi, yang berarti bahwa anak tidak
pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya.

Upaya diversi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan
bentuk implementasi dari keadilan restoratif guna untuk melindungi hak-hak pada anak
yang berkonflik dengan hukum.® Keadilan restoratif memiliki prinsip dasar untuk
memulihkan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi
kepada korban, rekonsiliasi, pelaku melaksanakan kerja sosial maupun kesepakatan-
kesepakatan lainnya. Dalam implementasinya, keadilan restoratif memberi kesempatan
pada pelaku untuk terlibat dalam proses restorasi, masyarakat berperan dalam menjaga
perdamaian, dan pengadilan berperan dalam menjaga ketertiban umum. Inti dari
pelaksanaan diversi adalah adanya sikap saling memaafkan terhadap kesalahan orang
lain, yang merupakan refleksi dari budaya sosial masyarakat Indonesia yang senantiasa

menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, karena penegakan hukum
didasarkan pada keinginan masyarakat untuk mencapai kedamaian. Namun, dalam
masyarakat masih melekat paradigma bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi
hukuman pidana. Di samping itu, masyarakat umumnya merespons negatif terhadap
upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum. Pandangan yang umum di masyarakat saat ini adalah bahwa
seseorang yang melakukan tindak pidana, baik itu dewasa maupun anak-anak, mereka

5 Febrina Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam
Konsep Restorative Justice”, Jurnal [lmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat,
Vol 7 No. 2.
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harus dikenai sanksi, bahkan sanksi yang berat, guna memberi efek jera bagi pelaku
tindak pidana.

Masyarakat berpandangan bahwa penjara merupakan tempat yang sesuai bagi anak yang
melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, masyarakat percaya bahwa hukuman
penjara adalah bentuk pembalasan yang adil bagi anak yang melakukan tindak pidana,
bukan dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan di sisi lain, penegak
hukum berkewajiban untuk melakukan diversi dalam perkara anak yang terlibat dalam
konflik hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa

mengabaikan kepentingan masyarakat terutama korban dan keluarga korban.

Meskipun diversi tidak berfokus pada efek jera dalam arti hukuman yang keras, diversi
memiliki tujuan utama yaitu memperbaiki perilaku anak agar tidak terlibat dalam
kejahatan lagi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pendekatan yang bersifat
rehabilitatif dan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan anak akan lebih efektif dalam
mencegah tindakan kriminal di masa depan daripada hukuman yang keras dan

mendiskriminasi.

Dibutuhkan pelaksanaan diversi yang benar dan tepat sasaran, yaitu dengan mengambil
pendekatan terapeutik dan rehabilitatif, serta memberikan konsekuensi yang jelas dan
tegas jika anak melanggar kesepakatan dalam diversi. Dengan memperhatikan langkah-
langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan diversi menjadi lebih efektif dan membantu
anak menghindari segala masalah hukum yang lebih serius di masa depan. Dalam hal ini
perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana dalam penyelenggaraan diversi kepada

anak, yaitu:

a. Kriteria diversi, yaitu mengembangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh anak
pelaku kekerasan sebagai syarat untuk menjalani program diversi. Kriteria ini
dapat mencakup pertimbangan usia, tingkat keparahan tindak kekerasan, dan
pertimbangan faktor-faktor individu anak. Pemerintah dapat mempertimbangkan
untuk mengadopsi atau memperbarui peraturan tentang penerapan program
diversi secara spesifik untuk anak pelaku kekerasan.

b. Intervensi khusus, dengan merancang program diversi yang khusus untuk anak

yang menjadi pelaku kekerasan. Program tersebut harus mencakup berbagai
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komponen seperti konseling, intervensi pelaku, dan edukasi mengenai dampak
negatif dari tindakan kekerasan.

c. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, berupa kerjasama antara lembaga
pendidikan dan sistem peradilan anak dengan mengembangkan kebijakan yang
memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi tindakan antara sekolah dan
lembaga hukum guna mendeteksi dini perilaku kekerasan anak, memberikan
intervensi yang tepat, serta mencegah terjadinya pengulangan tindakan tersebut.

d. Kewajiban pelaporan, yaitu mengatur kewajiban bagi individu, terutama petugas
pendidikan, untuk melaporkan kasus kekerasan anak yang mereka ketahui kepada
pihak berwenang, serta mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi
kewajiban tersebut.

e. Kesadaran publik dan edukasi, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat
mengenai tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip diversi dengan melakukan
kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai diversi sebagai
alternatif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya untuk menghilangkan
stigma dan miskonsepsi yang mungkin terkait dengan diversi.

Sesungguhnya tujuan dari kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak
bukan semata untuk membedakan penyelesaiannya dari tindak pidana biasa, tetapi lebih
kepada usaha untuk menyelamatkan generasi muda dari perilaku kenakalan. Dengan
pelaksanaan diversi, maka tidak ada putusan dan stigma yang menyatakan anak sebagai
anak pidana atau anak nakal. Sehingga anak yang bersangkutan tidak menyandang label
buruk sebagai akibat dari hasil putusan pengadilan. Selain itu, diversi juga memberikan
kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya dan menjaga diri dari tindakan

kriminalitas di masa depan.
. Penutup

Kesimpulan
1. Perbuatan memaksa untuk melakukan tindak asusila terhadap hewan yang

dilakukan oleh pelaku anak adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan
merupakan perbuatan pidana. Tindakan tersebut dapat dianggap bukan hanya
sebagai bentuk kekerasan fisik namun juga kekerasan psikologis. Perbuatan
memaksa ini telah diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
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Saran

Lex Positivis 1(3): 237-244

Anak. Selanjutnya KUHP telah menetapkan aturan yang melarang tindak
kekerasan terhadap hewan di dalam Pasal 302 yang disempurnakan dalam KUHP
baru pada Pasal 337 tentang tindakan asusila terhadap hewan. Oleh karena itu,
pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan hukum
yang berlaku.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemaksaan
persetubuhan anak dengan hewan adalah dengan menerapkan diversi mengacu
pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perlu
adanya tambahan kebijakan dalam penerapannya sebagai formulasi agar program
diversi dapat menjadi lebih efektif.

Perlu ada penegasan yang tegas terhadap anak yang melakukan tindak pidana
terutama kekerasan, mengingat peristiwa seperti ini sangat mengkhawatirkan.
Diharapkan ada tindakan serius yang memberikan efek jera namun tetap
memberikan pembelajaran yang membimbing anak untuk memilih jalan yang
benar sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Lalu
kedepannya perlu adanya perhatian yang lebih dari orang tua terhadap anak agar
anak tidak terjerumus dalam perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.
Bimbingan pada anak sangat dibutuhkan untuk mencegah hal yang tidak
diinginkan, mengingat adanya banyak faktor lain di luar lingkup lingkungan
keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak.

Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan
merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Oleh
karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat preventif
dalam menanganinya. Dalam penanganannya penting untuk mengutamakan
kemaslahatan anak di masa depan, namun aspek jera terhadap anak juga perlu
diperhatikan sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan
berkembang dengan baik. Masyarakat pun perlu diberikan pemahaman bahwa
penanganan tindak pidana anak seharusnya lebih berfokus pada upaya rehabilitasi,

bukan hanya memberikan pemidanaan dan membalas dendam.
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